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Abstract

This article discusses digital rights and freedom of expression in the context of the revision of
the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) in Indonesia. The main focus is on
the arrangement of content critical of the government in the latest revision. Changes in the ITE
Law have become a hot debate, especially regarding the limits of freedom of expression in the
digital world. This article seeks to understand whether the revision enhances or actually limits
people's digital rights, as well as its impact on freedom of expression in criticizing the
government.

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai hak digital dan kebebasan berekspresi dalam konteks revisi
Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Fokus utama
adalah pengaturan konten kritik terhadap pemerintah dalam revisi terbaru. Perubahan dalam
UU ITE menjadi perdebatan hangat, terutama mengenai batasan kebebasan berekspresi di
dunia digital. Artikel ini berusaha memahami apakah revisi tersebut meningkatkan atau justru
membatasi hak digital masyarakat, serta dampaknya terhadap kebebasan berekspresi dalam
mengkritik pemerintah.

Pendahuluan

Dalam era digital, hak digital dan kebebasan berekspresi telah menjadi isu yang
semakin krusial dan relevan di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi, termasuk internet dan media sosial, telah memberikan ruang baru bagi individu
untuk berbagi pendapat, ide, dan informasi secara global tanpa batasan geografis. Teknologi
ini tidak hanya memberikan peluang besar untuk memperkuat demokrasi, tetapi juga
menciptakan ruang publik digital yang menjadi sarana utama dalam menyuarakan aspirasi,
memperjuangkan keadilan, dan meningkatkan kesadaran terhadap berbagai isu sosial.

Namun, di balik manfaat yang luar biasa ini, era digital juga membawa tantangan besar,
terutama dalam hal regulasi dan batasan kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia,
salah satu regulasi yang sering menjadi sorotan adalah Undang-Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini, meskipun bertujuan untuk mengatur ruang digital dan
mencegah penyalahgunaan teknologi, seringkali memunculkan kontroversi. Beberapa pasalnya
dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, bahkan disalahgunakan
untuk mengkriminalisasi kritik atau pendapat yang dianggap mengancam kepentingan tertentu.



Selain itu, isu hak digital meluas meliputi perlindungan privasi, keamanan data, dan
akses yang setara terhadap teknologi informasi. Banyak masyarakat yang masih menghadapi
kesenjangan digital, baik dari segi infrastruktur maupun literasi, sehingga memperumit upaya
memastikan kebebasan berekspresi dapat dinikmati secara merata. Di tengah kompleksitas ini,
penting untuk menelaah hubungan antara hak digital dan kebebasan berekspresi, khususnya
dalam mencari keseimbangan antara melindungi hak individu dan menjaga ketertiban sosial di
ruang digital yang terus berkembang.

Latar Belakang UU ITE

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pertama kali disahkan
pada tahun 2008 sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan landasan hukum bagi
aktivitas di dunia maya yang semakin berkembang pesat. UU ini dirancang untuk mengatur
berbagai aspek terkait teknologi informasi, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data
pengguna, dan keamanan siber. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum
dalam era digital serta melindungi masyarakat dari kejahatan berbasis teknologi, seperti
penipuan daring, peretasan, dan penyalahgunaan data pribadi.

Namun, sejak implementasinya, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai payung hukum
untuk aktivitas digital, tetapi juga memicu kontroversi yang signifikan. Beberapa pasalnya,
terutama yang mengatur tentang penghinaan, pencemaran nama baik (Pasal 27 Ayat 3), serta
penyebaran informasi yang dianggap memicu kebencian (Pasal 28 Ayat 2), sering kali menjadi
alat untuk menjerat individu yang menyuarakan pendapat kritis, baik terhadap pemerintah
maupun tokoh publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa UU ITE dapat menjadi
ancaman bagi kebebasan berekspresi, sebuah hak yang dijamin oleh konstitusi Indonesia
melalui Pasal 28E UUD 1945.

UUITE
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Kritik terhadap UU ITE semakin menguat seiring dengan meningkatnya jumlah kasus
kriminalisasi yang melibatkan pasal-pasal tersebut. Dalam banyak kasus, pasal-pasal ini
dianggap multitafsir, memberikan ruang bagi pihak tertentu untuk menyalahgunakannya
sebagai alat pemberangusan kritik. Padahal, kebebasan berekspresi merupakan pilar penting
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dalam demokrasi, dan regulasi semestinya tidak menjadi hambatan bagi masyarakat untuk
menyampaikan pendapat mereka di ruang digital.

Revisi UU ITE yang dilakukan pada tahun 2016 menunjukkan adanya upaya
pemerintah untuk merespons kritik terhadap undang-undang ini, meskipun perubahan yang
dilakukan belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar. Dengan semakin meningkatnya
peran internet dalam kehidupan sehari-hari, tantangan dalam menyeimbangkan perlindungan
terhadap individu dan penegakan hukum di dunia digital menjadi semakin kompleks. Oleh
karena itu, UU ITE tidak hanya perlu terus dikaji, tetapi juga harus diarahkan untuk lebih
selaras dengan prinsip hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi.

Revisi UU ITE

Seiring dengan meningkatnya kritik terhadap pelaksanaan UU ITE, panggilan untuk merevisi
undang-undang ini terus menguat. Kritik yang datang dari berbagai elemen masyarakat, mulai
dari aktivis hak asasi manusia, pakar hukum, hingga pengguna media sosial, menyoroti dampak
negatif pasal-pasal tertentu dalam UU ITE terhadap kebebasan berekspresi dan hak digital.
Pemerintah merespons tuntutan ini dengan melakukan revisi pada beberapa bagian UU ITE,
yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak digital warga negara sekaligus
memperjelas batasan kebebasan berekspresi agar tidak disalahgunakan.

Revisi UU ITE mencakup beberapa elemen penting, di antaranya:
1. Penegasan Definisi

Salah satu langkah utama dalam revisi adalah memperjelas definisi terkait
istilah "penghinaan" dan "pencemaran nama baik." Sebelumnya, ketidakjelasan definisi
ini menyebabkan pasal-pasal terkait sering kali disalahgunakan untuk menjerat kritik
terhadap pemerintah atau tokoh publik. Dengan definisi yang lebih spesifik, diharapkan
undang-undang ini tidak lagi menjadi alat untuk membungkam pendapat yang sah di
ruang publik digital.

2. Penguatan Perlindungan Hak Digital

Revisi juga menambahkan ketentuan yang lebih kuat untuk melindungi privasi
dan keamanan data pribadi. Dengan semakin kompleksnya ancaman di dunia maya,
perlindungan data pribadi menjadi isu yang mendesak. Perubahan ini mencakup
pengaturan yang lebih rinci mengenai tanggung jawab penyedia layanan digital dalam
menjaga data pengguna dan mekanisme penanganan pelanggaran privasi.

3. Penyempurnaan Mekanisme Pengaduan

Proses pengaduan dalam UU ITE sebelumnya sering kali dianggap tidak
transparan dan rentan terhadap penyalahgunaan. Revisi memperkenalkan mekanisme
pengaduan yang lebih akuntabel, termasuk memperjelas prosedur penanganan laporan,
memastikan pelapor memiliki dasar hukum yang kuat, serta menjamin proses hukum
yang transparan dan adil. Langkah ini dirancang untuk mengurangi potensi
kriminalisasi yang tidak proporsional.



Meskipun perubahan ini merupakan langkah maju, implementasi di lapangan tetap
menjadi tantangan. Banyak pihak yang menilai bahwa revisi ini belum sepenuhnya menjawab
akar permasalahan UU ITE, terutama terkait kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, revisi ini
menjadi awal dari proses yang lebih panjang untuk menciptakan regulasi digital yang adil,
transparan, dan sejalan dengan prinsip hak asasi manusia.

Yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi?

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental,
memberikan individu kebebasan untuk menyampaikan pendapat, ide, dan informasi tanpa rasa
takut akan pembalasan atau penindasan. Hak ini diakui secara internasional dan menjadi salah
satu pilar utama dalam masyarakat demokratis. Kebebasan berekspresi meliputi hak untuk
berbicara, menulis, dan mengungkapkan pendapat melalui berbagai bentuk media, baik lisan,
tulisan, seni, maupun media digital. Selain itu, hak ini juga mencakup hak untuk mencari,
menerima, dan menyebarkan informasi.
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Apa saja Prinsip — Prinsip berekspresi ?

Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental
dan diakui secara universal. Dalam kerangka demokrasi, kebebasan ini berperan sebagai pilar
utama yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta
pengawasan terhadap kekuasaan. Artikel ini akan mengulas beberapa prinsip penting mengenai
kebebasan berekspresi yang perlu dipahami dan dijunjung tinggi.

1. Hak untuk berbicara
Prinsip dasar yang paling fundamental dari kebebasan berekspresi adalah hak
untuk berbicara. Setiap individu berhak menyampaikan pendapat, ide, dan perasaan
mereka tanpa rasa takut akan pembalasan. Hak ini mencakup beragam bentuk
ungkapan, baik lisan, tulisan, maupun melalui media digital. Oleh karena itu, sangat
penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, di mana setiap orang dapat
bebas mengekspresikan diri mereka.
2. Hak untuk mencari dan menerima informasi
Kebebasan dalam berekspresi memiliki hak untuk mencari, menerima, dan
menyebarkan informasi yang di dapatkan. Akses terhadap beragam informasi
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adalah esensial untuk membangun masyarakat yang terinformasi dan kritis. Di era
digital ini, kemampuan untuk mengakses internet dan platform media sosial
menjadi semakin penting, agar setiap individu dapat menjelajahi berbagai sumber
informasi.

. Non-Diskriminasi

Prinsip non-diskriminasi menegaskan bahwa kebebasan berekspresi harus
dijamin tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, atau latar belakang lainnya.
Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa rasa
takut akan perlakuan yang tidak adil. Hal ini sangat penting untuk menciptakan
masyarakat yang inklusif dan beragam.

. Batasan yang ditetapkan oleh hukum

Meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak yang fundamental, terdapat
batasan yang mungkin diberlakukan demi melindungi kepentingan umum, seperti
keamanan nasional, ketertiban masyarakat, dan perlindungan hak-hak individu
lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa batasan-batasan ini harus ditetapkan
dengan jelas, bersifat proporsional, dan tidak disalahgunakan untuk membatasi
kebebasan secara berlebihan.

. Perlindungan terhadap ujaran kebencian

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam konteks kebebasan berekspresi
adalah pengelolaan ujaran kebencian. Meskipun setiap individu memiliki hak untuk
menyampaikan pendapat mereka, ujaran yang mengandung elemen kekerasan atau
diskriminasi terhadap kelompok tertentu perlu mendapat perhatian serius dan dapat
dikenakan batasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menciptakan
keseimbangan antara perlindungan kebebasan berekspresi dan upaya pencegahan
terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian.

. Perlindungan untuk jurnalis dan aktivis

Jurnalis, blogger, dan aktivis memiliki peran yang sangat penting dalam
menyampaikan informasi dan memantau kekuasaan. Karena itu, mereka harus
dilindungi dari segala bentuk intimidasi, penahanan, atau kekerasan terkait dengan
pekerjaan mereka. Perlindungan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa suara-
suara kritis tetap bisa didengar dalam masyarakat.

. Pendidikan dan literasi media

Meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat adalah langkah krusial
untuk memastikan individu dapat memanfaatkan kebebasan berekspresi secara
bijak dan bertanggung jawab. Selain itu, pendidikan mengenai hak-hak ini sangat
penting untuk mendorong partisipasi aktif dalam diskusi publik dan meminimalisir
penyebaran informasi yang keliru.

Tanggung jawab social

Kebebasan berekspresi memang disertai dengan tanggung jawab. Setiap
individu perlu mempertimbangkan dampak dari ungkapan mereka terhadap orang
lain serta masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab sosial ini sangat penting
untuk menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan mendukung.
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Pengaturan Kebebasan Berekspresi

Pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia meliputi sejumlah undang-undang dan
prinsip yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia, sekaligus menjaga ketertiban
umum. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengaturan ini:

1. Dasar hukum
- UUD NRI 1945
Pasal 28E : menjamin hak bebas berpendapat dan berekspresi
Pasal 28F : menyatakan hak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi
2. Undang-Undang Terkait
- UU No 19 Tahun 2016 : mengatur tentang perubahan atas UU No 11 Tahun
2006 tentang informasi dan transaksi elektronik mencakup penyebaran
informasi di media digital.
- UU ITE : melindungi masyarakat dari konten negative
3. Keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab
- Batasan yang ditetapkan oleh hukum : ada batasan yang ditetapkanuntuk
melindungi kepentingan umum
- Perlindungan terhadap ujaran kebencian : upaya untuk mencegah penyebaran
ujaran kebencian .
4. Tantangan dan pengaturan
- Penyalahgunaan hukum : kekhawatiran UU dapat disalahgunakan untuk
mengekang kritik terhadap pemerintah atau individu.
- Perlindungan jurnalis dan aktivis : perlindungan hukum yang kuat untuk
memastikan kebebasan mereka dalam menyampaikan informasi.
5. Peran media social
- Media digital sebagai sarana ekspresi : platform bagi individu untuk
mengekspresikan pendapat dan berbagi informasi. Namun membawa tantangan
baru dan ujaran kebencian
- Regulasi media social : pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang
seimbang untuk melindungi kebebasan berekspresi sambil mencegah dampak
negative.
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Pengaturan Konten Kritik Terhadap Pemerintah

Pengaturan konten kritik terhadap pemerintah telah menjadi salah satu isu paling krusial
dalam revisi UU ITE. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan
untuk mengkritik pemerintah, adalah elemen fundamental yang berperan dalam menjaga
akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Kritik yang disampaikan oleh masyarakat, media,
atau organisasi masyarakat sipil merupakan bentuk pengawasan yang sehat terhadap kinerja
pemerintah. Namun, dalam praktiknya, kritik sering kali dianggap sebagai ancaman oleh pihak-
pihak tertentu, yang berpotensi menghambat ruang demokrasi.

Revisi UU ITE bertujuan untuk menyeimbangkan antara menjaga kebebasan
berekspresi dengan perlindungan terhadap penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak
berdasar. Salah satu langkah yang diambil adalah memperjelas batas antara kritik yang sah dan
konstruktif dengan tindakan yang bersifat fitnah atau menyerang secara personal. Kritik yang
didasarkan pada fakta, data, dan niat untuk memperbaiki kinerja pemerintah tidak lagi dapat
dikriminalisasi hanya karena dianggap menyinggung pihak tertentu.

Revisi ini juga mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya peran masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan publik. Dengan memberikan perlindungan hukum bagi kritik
yang konstruktif, pemerintah berupaya menciptakan ruang publik digital yang inklusif dan
sehat. Namun, revisi ini tetap mempertahankan perlindungan terhadap individu dari tindakan
penghinaan atau pencemaran nama baik yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Meskipun revisi ini merupakan langkah positif, implementasinya akan menjadi
tantangan besar. Penegakan hukum di Indonesia sering kali menghadapi hambatan dalam hal
independensi dan profesionalisme. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa aparat
penegak hukum memiliki pedoman yang jelas dan tidak melakukan tindakan represif terhadap
kritik yang sah. Selain itu, literasi digital masyarakat juga perlu ditingkatkan agar mampu
membedakan antara kritik yang membangun dan ujaran yang merusak.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan revisi UU ITE dapat menciptakan lingkungan
digital yang lebih adil, mendukung kebebasan berekspresi, dan tetap melindungi kepentingan
individu maupun masyarakat luas.
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Kesimpulan

Revisi UU ITE di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk menyesuaikan
regulasi hukum dengan dinamika baru yang muncul dari penggunaan teknologi digital.
Perubahan ini menandai kesadaran akan pentingnya melindungi hak digital dan kebebasan
berekspresi di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Namun, meskipun revisi ini
membawa harapan, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada komitmen semua
pihak, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa UU
ITE tidak menjadi alat represi, tetapi menjadi instrumen perlindungan yang adil dan seimbang.

Langkah revisi ini memberikan peluang untuk memperbaiki regulasi digital yang
sebelumnya menuai kritik, terutama terkait multitafsir dalam pasal-pasal tertentu. Dengan
penyesuaian yang dilakukan, UU ITE diharapkan mampu melindungi individu dari tindakan
yang tidak bertanggung jawab di dunia maya, seperti penyebaran fitnah atau pencemaran nama
baik, sambil tetap menjaga ruang kebebasan berekspresi yang sehat. Namun, tantangan tetap
ada, terutama untuk memastikan bahwa adaptasi undang-undang ini tidak menciptakan celah
baru yang dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk membungkam kritik atau membatasi
ruang demokrasi.

Oleh karena itu, pengawasan yang berkelanjutan dari masyarakat sipil, media, dan
organisasi internasional sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan UU ITE sejalan
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Selain itu, literasi digital yang
memadai juga diperlukan agar masyarakat dapat menggunakan hak digital mereka secara
bijaksana dan bertanggung jawab.

Revisi ini adalah langkah maju yang signifikan dalam mengakomodasi perubahan era
digital. Namun, keberlanjutannya bergantung pada adanya mekanisme pengawasan yang kuat
dan niat baik dari semua pemangku kepentingan untuk menjadikan regulasi ini sebagai
landasan yang mendukung perlindungan hak digital dan kebebasan berekspresi. Dengan
kolaborasi yang baik, Indonesia dapat menjadi contoh bagaimana negara demokratis menjaga
keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi yang bertanggung jawab di era
digital.



